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PEMBUKTIAN DALAM TELEMATIKA

A. PENGERTIAN PEMBUKTIAN

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim
yang memeriksan suatu perkara untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran
peristiwa yang dikemukakan. Peristiwa-peristiwa yang diungkapkan di pengadilan baik
secara tertulis maupun lisan harus disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum
agar dapat dipastikan kebenarannya. Peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai
pembuktian secara yuridis. Jadi, pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu
perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka pengadilan
mengenai hak perdata Seseorang, pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang
bersangkutan.

Pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-
peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara di pengadilan tidak
perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Menurut asas hukum
acara perdata, hakim dianggap mengetahui akan hukumnya, baik hukum yang tertulis
maupun hukum yang tidak tertulis dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum
perdata (materil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.

Dalam melakukan pembuktian di pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dan
hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan, harus mengindahkan
ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur mengenai cara
pembuktian, beban pembuktian, macam macam alat bukti, serta kekuata alat alat bukti
tersebut, dan sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, pengadilan negeri pada prinsipnya harus
menuruti hukum pembuktian yang termuat dalam HIR dan RBg, tetapi jika perlu, boleh
memakai hukum pembuktian dalam BW sebagai pedoman, yaitu bilamana dalam suatu
perkara perdata harus dilaksanakan hukum perdata yang termuat dalam BW dan
pelaksanaannya hanya dapat terjadi secara tepat dengan menggunakan hukum
pembuktian dalam BW. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pihak-pihak yang
berperkara belum tentu semuanya penting bagi hakim untuk dijadikan dasar
pertimbangan putusannya. Oleh karena itu hakim harus melakukan pengkajian terhadap
peristiwa-peristiwa tersebut dan kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting
dan mana yang tidak. Peristiwa yang penting itulah yang harus dibuktikan dan
peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan.

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pembuktian yaitu :

1. Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan.
2. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan.

3. Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (notoire feiten).

4. Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri.



Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam
pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah
terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar
salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.
Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim
yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa
yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk
membuktikan peristiwaperistiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di
muka persidangan untuk dinilai kebenarannya olen Majelis Hakim. Kemudian Jaksa
Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum.
Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat
tuntutannya (requisitoir). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dalam nota pembelaan (pledoi), dan selanjutnya akan dibahas oleh
Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan.

Definisi Pembuktian Menurut Para Ahli

Berikut akan dibahas mengenai pengertian pembuktian menurut para ahli:

e Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa: “Pembuktian mengandung
maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga
dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”

e Darwan Prinst berpendapat bahwa: “Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar
suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya,
sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”

e M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan
yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-
undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-
undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”

e Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:“Hukum Pembuktian adalah
merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat
bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-
syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk
menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”

e M. Yahya Harahap menyebutkan, ditinjau dari segi hukum acara pidana
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan
penggarisan:

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk
mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya
kepada terdakwa.

2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan
dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan
cara-cara yang dibenarkan undang-undang.

3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan
mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama
pemeriksaan persidangan.



Teori dan Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun
hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa
dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang
ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara
pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara
perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Menurut Andi Hamzah: “Sejarah perkembangan hukum acara pidana
menunjukan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang
didakwakan. Sistem dan teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat
(Negara). Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara Eropa Continental yang
lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan
keyakinan sendiri dan bukan jury seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo
Saxon.” Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui
pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Darwan Prinst mengemukakan bahwa: “Dalam hal pembuktian ini, hakim perlu
memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan
masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHAP)
atau Undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan
kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus
diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tidak ada seseorang yang tidak
bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat
hukuman yang terlalu berat, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.”
Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh
dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus
membentuk keyakinan.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang
melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batasbatas yang dibenarkan Undang-
undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim
terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran
yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar
dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan
dan pendapat subjektif hakim.

Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk
memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgonden);

2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai
terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (bewijsmiddelen);

3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang
pengadilan (bewijsvoering);

4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian
terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht);

5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan
tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast) dan;



6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan
hakim (bewijsminimum).

Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem

pembuktian yang secara lebih lanjut akan dibahas pada sub bab ini, yakni:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk
Bewijstheorie)

Pembuktian menurut Undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang
bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in
time. Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada Undang-undang melulu.
Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut
dalam Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem
ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie). .

Menurut D.Simons, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistem atau teori
berdasarkan pembuktian Undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini
berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat
hakim secara ketat menurut Peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di
Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitoir (inquisitoir) dalam acara pidana.
M.Yahya Harahap mengatakan, sistem pembuktian Undang-Undang secara positif
lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim
belaka.

Sistem pembuktian menurut Undang-undang lebih dekat kepada prinsip
penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang
semata-mata tidakdiletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan
Undang-undang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan
dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata
cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Dalam hal ini Hakim hanya bertindak sebagai corong UndangUndang. Menurut
Wirjono Prodjodikoro, teori ini tidak mendapat penganut lagi. Beliau juga menolak
teori pembuktian ini, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain
dengan cara menyatakan kepada keyakinanya tentang hal kebenaran itu, lagi pula
keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai
dengan keyakinan masyarakat

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time)

Sistem pembuktian conviction in time ini menentukan salah tidaknya seorang
terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan
hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim
menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.
Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang
diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat
bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan
atau pengakuan terdakwa.

Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan
hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa
didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan



terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukanya walaupun kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang

lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada
keyakinan hakim.

Menurut Andi Hamzah, sistem ini dianut oleh peradilan jury di Prancis. Praktek
peradilan jury di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan
mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang sangat aneh, sedang menurut Wirjono
Prodjodikoro mengatakan, pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu
pada Pengadilan distrik dan Pengadilan kabupaten, Sistem ini memungkinkan hakim
menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinanya, misalnya keterangan
medium.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (conviction
raisonnee/convictim-raisonnee)

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting
dalam menentukan bersalah atau Tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem
pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian
convictim in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem
convictim-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.
Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat
diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang

masuk akal.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas
menyebutkan alasan-alasan keyakinanya (vrije bewijstheorie). Sistem teori pembuktian

jalan tengah atau yang berdasarkan:

Pertama, yang tersebut diatas yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas
alasan yang logis (conviction raisonee) dan yang kedua ialah teori pembuktian
berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie). Persamaan
antara keduannya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa
tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaanya
bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan
itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (conclusie) yang Logis, yang tidak
didasarkan kepada Undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu
pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian
yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan kedua berpangkal pada tolak pada
aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limintatif oleh Undang-undang, tetapi
hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal
tolaknya pada keyakiinan hakim. Sedangkan yang kedua pada ketentuan Undang-
undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak
didasarkan Undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada Undang-
undang yang disebut secara limintatif. Sistem pembuktian Undang-undang Secara
Negatif (Negatief Wettelijk stelsel)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undangundang negatif (negatief
wettlijke bewijs theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limintatif ditentukan oleh Undang-



undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat
bukti tersebut.

Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut  Undang-undang secara
negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut
Undangundang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie) dan sistem pembuktian
berdasarkan keyakinan hakim (conviction intim/conviction raisonce). Dengan peramuan
ini, substansi sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (negatief
wettelijke bewijs theorie) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata pembuktian
sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limintatif ditentukan Undang-undang dan
terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural.

D.Simon mengemukakan, dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan
Undang-undang secara negatif (negatief wettlijke bewijs theorie) ini, pemidanaan
didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag), yaitu pada
peraturan Perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-
undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan Undang-undang

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-
undang secara negatif (negatief wettlijke bewijs theorie) sebaiknya dipertahankan
berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim
tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah
hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
Kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun
keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam
melakukan peradilan.

M.Yahya Harahap berpendapat lain, sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan
hukum akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut Undang-
undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya bersifat unsure
pelengkap dan lebih berwarna sebagai unsure formil dalam model putusan. Unsur
keyakinan hakim dalam praktek dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak
dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakin-yakinnya
akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tidak mempunyai nilai jika
tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan
terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinanya,
kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.

Hal lain berkaitan dengan keyakinan hakim ini adalah seperti apa disebutkan dalam
Pasal 158 KUHAP, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan
di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Alat Bukti Data Elektronik

Pengertian Alat Bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita: “Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan,
dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian
guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang
terlah dilakukan terdakwa.”

Darwan Prinst mengatakan bahwa: “Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah
alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut



dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi
hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”

Alat Bukti dalam Perdata

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah,
artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang
ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam
persidangan disebutkn dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

a. bukti surat

b. bukti saksi

C. persangkaan

d. pengakuan

e. sumpah

Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, yaitu
pengetahuan hakim.

1. Bukti Surat
Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan
yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran
seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis
diabagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta.
Sedangkan akta sendiri dibag lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah
tangan.
1. Akta
Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa
yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja
untuk pembuktian. Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa
hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi merupakan
akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah
ditandatangan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau
dengan akta yang dibuat oleh orang lain.
Akta dapat mempunyai fungsi formal, yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau
sempurrnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat
suatu akta. Selain itu, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta dapat
digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagaimana telah disebutkan
diatas, akata dibagi menjadi dua yaitu:
a. Akta Otentik
Secara teoritis akata otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan
sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Secara dogmatis menurut
pasal 1868 KUH Pedata akata otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan
undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana akata dibuatnya. Berdasarkan Pasal PJN
jo. Pasal 1868 KUH Perdata, notarislah satu-satunya pejabat umum yang



berwenang membuat akta otentik. Akta otentik mempunyai 3 macam
kekuatan pembuktian yaitu:

1. kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa
mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

2. kekuatan pembuktian materil, membuktikan antara para pihak bahwa
benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;

3. kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga,
bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah
menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis
dalam akta tersebut. oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka
disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar
(orang luar).

Akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat
dan akta yang dibuat oleh para pihak. Yang pertama merupakan akta yang
dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu pejabat tersebut
menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya
bukan dari orang yang namanya diterangkan di dalam akata itu. Contoh dari
akta ini adalah berita acara yang dibuat oleh polisi atau panitera pengganti di
persidangan. Akta yang kedua yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang
diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan juga apa yang
dilihat serta dilakukannya, namun isinya dibuat atas permintaan pihak-pihak
yang berkepentingan. Contoh dari akta ini adalah akta tentang jual-beli, sewa-
menyewa, dan sebagainya.

b. Akta Dibawah Tangan
Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh
para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat
Antara para pihak yang berkepentingan. Dalam akta dibawah tangan
kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak
pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.

2. Surat-surat Lainnya yang Bukan Akta
Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian
sebagai bukti bebas, artinya adalah diserahkan kepada hakim. Dalam praktik
surat-surat semacam itu sering digunakan untuk menyusun persangkaan.

3. Bukti Saksi
Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912
BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan
tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan
dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang
dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang
peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan
yang diperolehnya secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan



saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus
diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan.

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan
kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian
dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan,
pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cra
hidup, adat-istiadat, martabat para saksi, dan segala sesuatu yang sekiranya
mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya sebagai seorang saksi.
Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai
pembuktian yang cukup, sesuai asas unus testis nullus testis (seorang saksi bukan
saksi) dan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW. Kekuatan pembuktian dari
kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim.
Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya
mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi
ditambah dengan alat bukti lain baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna,
misalnya ditambah dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.

Pada asasnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai
saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib member kesaksian (Pasal
139 HIR, 165 Rbg, 1909 BW). Namun terhadap asas ini ada batasan atau
pengecualian kepada orang-orang yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi,
yaitu:

1. Orang yang Dianggap Tidak Mampu Bertindak Sebagai Saksi
a. Orang yang tidak mampu secara mutlak
e Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus
dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR).
e Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal
145 ayat 1 sub 2 HIR)
b. Orang yang tidak mampu secara relatif
Mereka ini boleh didengar, akan tetapi bukan sebagai saksi. Yang
termasuk kedalamnya adalah:
¢ Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub
3 jo. Ayat 4 HIR)
e Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat
(Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR)
2. Orang yang Atas Permintaan Mereka Sendiri Dibebaskan dari
Kewajibannya Untuk Memberikan Kesaksian
a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari
salah satu pihak.
b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus serta saudara laki-laki
dan perempuan daripada suami atau istri salah satu pihak
c. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang
sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya
tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau
hubungan kerja yang sah saja.



d. Seseorang yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk
menghadap pengadilan, saksi apabila tidak mengundurkan diri, sebelum
memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya, dan saksi
wajib memberikat keterangan, apabila saksi enggan memberikan
keterangan maka atas permintaan dan biaya pihak, hakim dapat
memerintahkan menahan saksi

4. Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat
bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran
seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya
pada waktu yang sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat
bukti dapat menjadi persangkaan.

Apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan terletak pada
persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai
peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa yang tidak
diajukan untuk dibuktikan, tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang
diajukan untuk dibuktikan. Surat yang tidak ditandatangani, yang langsung ada
sangkut pautnya dengan suatu perjanjian yang disengketakan, bukan merupakan
persangkaan, demikian pula keterangan saksi yang samar-samar tentang apa yang
dilihatnya dari jauh mengenai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya keterangan
2 orang saksi bahwa seseorang ada di tempat X, sedang yang harus dibuktikan
adalah bahwa seseorang tersebut tidak ada di tempat X , merupakan persangkaan.

Berdasarkan Pasal 1916 BW adalah persangkaan-persangkaan yang oleh
undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain:

1. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena
dari sifat dan keadaanya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari
ketentuan-ketentuan undang-undang.

2. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan

kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari hutang.

Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.

4. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atas
sumpah oleh salah satu pihak.

w

5. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan
persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang
membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan.
Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu
pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar
sidang. Kedua macam pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian.
Pengakuan yang dilakuakan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang
sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatan
pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim



Pasal 176 HIR menerangkan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat.
Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan
menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan
menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Selain
ketentuan mengenai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah diatas, hukum
acara perdata mengenal apa yang disebut sebagai pengakuan yang berembel-
embel. Pengakuain ini terdiri dari pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan
dengan klausula. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai
dengan sangkalan terhadap sebagian dari gugatan. Sedangkan pengakuan dengan
klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang
bersifat membebaskan atau menolak gugatan.

. Sumpah
Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan
sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan
atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya
sumpah merupakan tndakan yang bersifat religius yang digunakan dalam
peradilan.
Yang disumpah adalah salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Sebenarnya
dalah hukum acara perdata kita, para pihak yang berdsengketa tidak boleh
didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh
keterangan dari para pihak dengan diteguhkan oleh sumpah yang dimasukan
dalam golongan alat bukti.
HIR menyebut 3 macam sebagai alat bukti yaitu; sumpah pelengkap (suppletoir),
sumpah pemutus yang bersifat menentukan (decicoir), dan sumpah penaksiran
(aestimator, schattingseed).
1. Sumpah pelengkap atau sumpah suppletoir (Pasal 115 HIR)
Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada
salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi
sengketa sebagai dasar putusannya.
Karna sumpah ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan
adanya bukti lawan. pihak lawan membuktikan bahwa sumpah itu palsu
apabila putusan yang didasarkan atas sumpah suppletoir itu telah mempunyai
kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka
kesempatan mengajukan request civil setelah putusan pidana yang
menyatakan bahwa sumpah itu plsu (Pasal 385 Rv).

2. Sumpah pemutus yang bersifat menentukan atau sumpah decicoir
e Merupakan sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak
kepada lawannya (Pasal 156 HIR). Pihak yang meminta lawannya
mengucapkan sumpah disebut deferent, sedangkan pihak yang harus
bersumpah disebut delaat.



e Sumpah ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada
pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah decisoir dapat
dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

e Inisiatif untuk membebani sumpah ini dating dari salah satu pihak dan dia
pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah decisoir dapat
dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam suatu
perkara.

e Akibat mengucapkan sumpah ini adalah kebenaran peristiwa yang
dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh
membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang
jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP)

3. Sumpah penaksiran (aestimator, schattingseed)

e Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim kaena jabatannya
kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.
Sumpah ini baru dapat dibebankan kepada penggugat apabila penggugat
telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya
masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti
kerugin tersebut kecuali dengan penaksiran. Kekuatan pembuktian
sumpah ini sama dengan sumpah suppletoir yaitu bersifat sempurna dan
masih memungkinkan pembuktian lawan.

e Telah dikemukan diatas bahwa ada 5 alat bukti yang disebutkan di dalam
HIR. Akan tetapi diluar HIR terdapat alat-alat bukti yang data
dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa
yang menjadi sengketa, diantaranya: pemeriksaan setempat dan keerangan
ahli.

e Pemeriksaan setempat atau descente adalah pemeriksaan mengenai
perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau
tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri
memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang
peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

e Keterangan ahli merupakan keterangan pihak ketiga yang objektif dan
bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah
pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim menggunakan
keterangan seorang ahli agar memperjelas suatu peristwa dimana
pengetahuan tentang peristiwa itu hanya dimiliki oleh seorang ahli
tertentu

Alat Bukti dalam Pidana

Setelah pada bagian sebelumya dijelaskan mengenai bagaimana tentang sistem
atau teori dari suatu pembuktian dan apa saja sistem pembuktian yang diatur oleh
KUHAP, maka pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana pengaturan alat bukti yang
diatur dalam KUHAP. Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1)
KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut Undangundang.
Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan



terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Terikat dan
terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak
leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang
ditentukan.

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal
184 KUHAP , adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat
bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika
ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi
hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis
alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian
yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-
kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua”alat bukti yang sah.

Alat Bukti dalam Pidana

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-
Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal
5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. yang dimaksud dengan Informasi
Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sedangkan yang
dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau
didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat
dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan
data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’



dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik

dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah

Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3. Pasal

5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau

hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil
cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan

hukum acara yang berlaku di Indonesia. yang dimaksud dengan perluasan di sini harus
dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan di sini

maksudnya:

a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana dan acara perdata
di Indonesia, misalnya KUHAP, Rbg dan HIR. Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang
diatur dalam KUHAP, HIR dan RBg;

b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di
Indonesia, misalnya dalam KUHAP , HIR dan RBg . Hasil cetak dari Informasi atau
Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP , HIR
dan RBg.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, HIR dan RBg sebenarnya sudah
diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya Undang-Undang
Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-
Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan
bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen
Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus
terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UndangUndang No.11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen
Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus
dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal
16 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang
pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,
keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil
yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik

lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan

pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan
pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.



Otentiksasi Alat Bukti Elektronik

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi elektronik
dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Kemudian di dalam ayat (2)
pasal itu ditegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam
Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang rumusannya Alat bukti penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini
adalah sebagai berikut:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan

b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3).

Sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara
pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di
persidangan. Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga dapat
digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme (Pasal 38 UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010), tindak pidana narkotika (Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009), dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007). Kemudian status bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah digunakan
untuk pembuktian tindak pidana korupsi,

Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

yang rumusannya: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud
Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: Alat bukti lain yang
berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik
dengan alat optik atau yang serupa dengan itu b. Dokumen yakni setiap rekaman dan atau
informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun
selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar,
peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Di dalam penjelasan Pasal 26 A UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan, bahwa
yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam
mikrofilm, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many
(WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat
ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat
Elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimile. Merujuk pada ketentuan Pasal 26A
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berserta penjelasannya tersebut, maka status
bukti elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk.



